BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Menimbang :

Mengingat

—_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal
264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
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10.

11.

12.
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15.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 05);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-
2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2023 Nomor 5);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
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Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun
2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan
Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun pada tingkat kabupaten/kota yang
berpedoman pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode S (lima)
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP
Daerah dan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKP
Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan
Pembangunan Daerah jangka panjang.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan
kerja  perangkat daerah atau masyarakat  yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
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Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan
yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak
dan kewajiban Daerah tersebut.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan
penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan
ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke
dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi
Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk
menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara
Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi
Kemasyarakatan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.



34. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Tanah Bumbu.

. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II
KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari
perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam:

a. RPJP Daerah;
b. RPJM Daerah; dan
c. RKP Daerah.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah
Tahun 2025-2045.

Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045
dilaksanakan berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2025-
2045.

Pasal 4

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 diwujudkan dalam bentuk
rumusan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.

Visi yaitu Tanah Bumbu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
Berbasis Maritim dan Agroindustri dilaksanakan melalui 8
(delapan) Misi Pembangunan Daerah.

Misi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah
Pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator
utama Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 5

Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan
sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN;

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB IIl PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK;
f. BAB VI PENUTUP.

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045 SEBAGAI DASAR HUKUM
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah
Kebijakan, dan Sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka
panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.

Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Nasional Tahun
2025-2045 dan RTRW.

Pasal 7

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi dasar dalam
penyusunan RPJM Daerah.

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak tanggal pelantikan pasangan Bupati
dan Wakil Bupati.

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi
dalam periodesasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:

a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;

b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;

c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
d. RPJM Daerah III Tahun 2040-2044.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan
Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi,
Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan
RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat
Otonomi Daerah, potensi Daerah, dan kearifan lokal.



(6)
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(12)

(13)

(1)

(2)

(3)

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi
dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP
Daerah.

RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas
Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) wajib selaras dan berdasarkan pada rencana kerja
pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disusun oleh Perangkat Daerah sebagai dasar dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat
Sasaran strategis berupa Indikator Kinerja utama yang
ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan
Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja
Perangkat Daerah.

RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM
Daerah  serta digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan APBD.

RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi
dasar hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah
dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah dan
ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, Program,
dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Pasal 8

Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan
Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib
menyusun RKP Daerah wuntuk tahun pertama periode
pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada
RPJP Daerah Tahun 2025-2045.

RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama
periode pemerintahan Bupati berikutnya.

Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045 SEBAGAI PEDOMAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pasal 9

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam
penetapan serta pemantauan dan peninjauan produk hukum
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Peserta Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 10

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam
penyusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan
pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Pedoman Penyusunan Dokumen Penjabaran
Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

Pasal 11

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 wajib menjadi pedoman
penyusunan rencana induk, Strategi Daerah, peta jalan, atau
dengan sebutan lainnya terkait penjabaran bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan RPJP Daerah Tahun 2025-
2045 dengan melibatkan:

a. instansi/lembaga;
b. badan usaha;
c. Masyarakat;

d. pemangku kepentingan terkait.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 13

Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah,
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
melalui manajemen risiko Pembangunan Daerah, kajian
kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi
terintegrasi.

Pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup penilaian terhadap:

a. pencapaian target Prioritas Pembangunan Daerah; dan

b. pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah
sebagai bagian dari pencapaian target Prioritas
Pembangunan Daerah.

Pasal 14

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah
Tahun 2025-2045.

Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran
Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut diatur dengan

Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan terlebih dahulu
dengan DPRD.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah
Tahun 2025-2045 kepada instansi/lembaga, badan usaha,
Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dalam
rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah Tahun
2025-2045.

Penyebarluasan RPJP Daerah Tahun 2025-2045
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
elektronik dan/atau non elektronik.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah mengenai RPJM Daerah Tahun 2021-
2025;

b. RKP Daerah Tahun 2024 tetap berlaku sampai dengan
akhir periodenya; dan



c. Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai rencana
induk, Strategi Daerah, peta jalan, atau dengan sebutan
lainnya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
jangka panjang dan menengah,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan periode pelaksanaan pemilihan
umum Bupati dan Wakil Bupati, penyusunan dan
periodisasi dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah,
wajib mengikuti dan selaras dengan periode pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemilihan kepala daerah, dengan tetap berpedoman pada
RPJP Daerah Tahun 2025-2045.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 September 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd
H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd
H. AMBO SAKKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 10
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